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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pemberantasan buta
aksara bagi warga masyarakat, perlu diselenggarakan
pendidikan keaksaraan dasar;

b. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan
dasar, perlu disusun pedoman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan Keaksaraan Dasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
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Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara
serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P/2009 Pembentukan
Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana beberapa
kali diubah dalam Keputusan Presiden Nomor 54/P
Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEAKSARAAN DASAR.
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Pasal 1

(1) Pedoman penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar merupakan
acuan dalam penyelenggaraan dan penjaminan mutu pendidikan
keaksaraan dasar.

(2) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Agustus 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 86 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks Pendidikan untuk Semua (Education for All) dan
peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia yang dilandasi oleh
prinsip pendidikan sepanjang hayat, pendidikan keaksaraan memiliki
fungsi strategis untuk memenuhi hak pendidikan dasar bagi warga
negara. Gerakan pendidikan keaksaraan yang dimulai sejak lebih dari
enam dekade yang lalu, telah mengalami perkembangan mulai dari
konsep pemberantasan buta huruf (PBH) sampai pada pentingnya
seseorang memiliki literasi dalam segala bidang kehidupan. Konsep
literasi yang terakhir ini muncul didorong oleh kenyataan pesatnya
perubahan sosial dan perkembangan masyarakat yang “memaksa”
seseorang untuk melek aksara dalam berbagai aspek kehidupan.
Dalam konteks ini muncul konsep keaksaraan-ganda atau multi-
keaksaraan sejalan dengan pendidikan keaksaraan yang
dikembangkan oleh UNESCO dalam istilah pendidikan keaksaraan
untuk pemberdayaan masyarakat (Literacy Initiative for Empowerment,
LIFE) sebagai gerakan internasional yang dimasudkan agar setiap orang
dapat memperoleh pendidikan keaksaraan sebagai hak asasinya,
terutama kaum wanita.

Secara lebih luas kemampuan literasi setiap orang berguna untuk
menghadapi kehidupannya berkait erat dengan program-program
internasional seperti Millenium Development Goals (MDG’S) dan
Education for All (EFA) yang mencakup antara lain pendidikan dasar,
keaksaraan remaja dan orang dewasa, keterampilan untuk bekerja,
dan kecakapan kewarganegaraan dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam konteks inilah pendidikan keaksaraan perlu dikembangkan agar
menjadi bagian dari pemenuhan pendidikan yang holistik untuk
semua.

Dalam rangka pemberantasan buta aksara dan peningkatan mutu
layanan pendidikan keaksaraan, perlu disusun suatu pedoman
penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar yang berfungsi untuk
memberi arah dan pedoman pelaksanaan pendidikan keaksaraan
dasar.

Penyusunan pedoman penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar
ini bertujuan untuk:

1. menjamin penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar;
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2. mendorong pengembangan budaya mutu pendidikan keaksaraan
dasar;

3. mendorong percepatan peningkatan dan pemerataan mutu
pendidikan keaksaraan dasar;

4. melindungi warga negara dari praktik pendidikan keaksaraan dasar
yang tidak terstandar; dan

5. menuntaskan target pemberantasan buta aksara.

Materi yang dikembangkan dalam pedoman penyelenggaraan
pendidikan keaksaraan dasar ini berlandaskan pada 8 (delapan)
standar nasional pendidikan yang meliputi standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan,
standar pembiayaan, dan standar penilaian.

B. PESERTA DIDIK

Peserta didik pendidikan keaksaraan dasar untuk pemberantasan buta
aksara adalah warga belajar usia 15-59 tahun, dengan kriteria:

1. belum bisa membaca, menulis, dan berkomunikasi dalam bahasa
Indonesia secara fungsional; dan/atau

2. belum bisa melakukan keterampilan berhitung.

Pelaksanaan rekrutmen atau penerimaan peserta didik pendidikan
keaksaraan dasar dilakukan dengan cara:

1. mendata warga belajar sesuai kriteria tersebut di atas; dan

2. melakukan tes awal kemampuan keberaksaraan sesuai standar
kompetensi lulusan keaksaraan dasar.

Penyelenggara pendidikan keaksaraan dasar yang telah melaksanakan
rekrutmen seperti tersebut di atas, menyerahkan data calon peserta
didik kepada dinas pendidikan atau bidang pendidikan nonformal
setempat untuk kemudian disesuaikan dengan database nasional yang
dimiliki oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

C. PENCAPAIAN HASIL BELAJAR

Pencapaian hasil belajar pendidikan keaksaraan dasar merupakan
kriteria capaian hasil belajar lulusan pendidikan keaksaraan dasar
yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai
dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang ditetapkan. Capaian
hasil belajar bagi lulusan pendidikan keaksaraan dasar pada ranah
sikap berupa memiliki perilaku dan etika yang mencerminkan sikap
orang beriman dan bertanggungjawab dalam berinteraksi dengan
lingkungan keluarga, masyarakat, dan alam dalam kehidupan sehari-
hari. Capaian hasil belajar bagi lulusan pendidikan keaksaraan dasar


